Menimbang

Mengingat

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/6/K/411.013/2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/451/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa dikarenakan adanya usulan perubahan Bendahara
Pengeluaran Pembantu di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
dan Kecamatan Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/451/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1,

2

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

KESATU

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/451/411.013/2023
tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati
Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1085/K/411.013/2024 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/451/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/451/411.013/2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/451/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
100.3.3.2/1085/K/411.013/2024 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/451/411.013/2023
tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:



KEDUA

KETIGA

. Lampiran 1 (satu) nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga)

huruf b semula tertulis Nurhayati, S.Sos, Penata Tingkat I,
1lI/d, NIP. 19681003 198803 2 001, diubah dan diganti
Resky Dinda Ameli, A.Md.AK, Penata Muda, Ill/a,
NIP. 19890911 201101 2 008;

. Lampiran 1 (satu) nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga)

huruf h semula tertulis Heni Mawanti, A.Md.Kep,
Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19800125 201001 2 012,
diubah dan diganti Yuliana Kartika Dewi, S.Kep.Ners,
Penata, IlI/c, NIP. 19860709 201001 2 030;

. Lampiran 2 (dua) nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga)

huruf m semula tertulis Inuk Irawati, A.Md.Kep,
Pengatur Tingkat [, II/d, NIP. 19830317 201504 2 001,
diubah dan diganti Yuni Putri Purwanti, A.Md.Kep,
Penata Muda, I1I/a, NIP. 19910619 201504 2 001;

. Lampiran 2 (dua) nomor wurut 2 (dua) kolom 3 (tiga)

huruf q semula tertulis Yunita Santi Wulandari, A.Md.KL,
Pengatur, II/c, NIP. 19910620 202203 2 003, diubah dan
diganti Anita Binti Nurmahmudha, A.Md.Gz, Pengatur, 1I/c, NIP.
19970926 202012 2 002;

. Lampiran 2 (dua) nomor urut 3 (tiga) kolom 3 (tiga)

semula tertulis Lina Widiastuti, SE, Penata Muda Tingkat I,
[lI/b, NIP. 19790528 200901 2 004, diubah dan diganti
Suko, Pengatur Tingkat I, IId, NIP. 19720116 200701 1 013;

. Lampiran 2 (dua) nomor urut 3 (tiga) kolom 3 (tiga)

semula tertulis Susy Yunita Ristiana, SE,
Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19770627 200801 2 005,
diubah dan diganti Eko Wahyudi, Pengatur, II/c,
NIP. 19810525 201001 1 006;

. Lampiran 2 (dua) nomor urut 3 (tiga) kolom 3 (tiga)

semula tertulis Rudi Hartono, Penata Muda, III/a,
NIP. 19690721 200701 1 010, diubah dan diganti
Sarjono, Juru Tingkat I, I/d, NIP. 19730503 201001 1 001.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2025

Salifan™sesuai dengan aslinya

SUTRISNO, S.

RAGIAN HUKUM, Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA
-, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 1968050

199202 1 001



